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PERMASALAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGIRIMAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA YANG BERASPEK HUBUNGAN 

ANTARNEGARA: KASUS DENGAN MALAYSIA  

 

Bunga Aulia Nurhikmah  

ABSTRAK 
 

Minimnya tingkat lapangan kerja di Indonesia membuat masyarakat Indonesia 

harus beradu nasibnya dengan melakukan migrasi ke luar negeri untuk 

mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan upah lebih besar. Namun jumlah pekerja 

migran yang besar ini tentunya akan semakin meningkatkan probabilitas akan 

terjadinya permasalahan di tempat mereka bekerja, dalam hal ini yaitu Malaysia 

yang mempunyai sistem budaya, sistem sosial, sistem politik pemerintahan dan 

terutama dalam sistem hukumnya sangat berbeda. Konstatasi bahwa permasalahan 

PMI ini sudah terjadi, karena permasalahannya sudah ada sejak di tanah air. 

Bermula sejak di Indonesia sudah terlihat adanya penanganan persiapan sampai 

pengiriman PMI ini yang tidak berada di dalam gerak kebersamaan yang optimal. 

Dimana lemahnya koordinasi Burokrasi Indonesia yang disebabkan dengan 

masalah “ego sektoral” dari K/L yang terlibat.  

Sebagai hasilnya penanganan masalah PMI menjadi tidak terlalu fokus, kesemua 

unsur kesamaan budaya, kesamaan rumpun dan kesamaan agama dari golongan 

mayoritas, tersebut dapat dijadikan bahan bagi “soft power” dan bahan untuk 

penyelenggaraan diplomasi publik di antara kedua negara untuk bisa membuat 

kasus-kasus tertentu tidak mencuat secara liar. Berdasarkan adagium yang popular 

bahwa kebijakan luar negeri (dalam hal ini masalah pengiriman PMI) itu bermula 

atau beranjak dari dalam negeri maka sesungguhnya sudah dapat diperkirakan 

bahwa koordinasi di dalam negeri secara pasti akan menghasilkan kualitas PMI 

yang kompeten. Dengan demikian tugas “front liners” di luar negeri yang 

dikomandoi oleh jajaran Kementerian Luar Negeri akan relatif lebih mudah dalam 

mengoptimasi pelayanan dan perlindungan terhadap PMI sebagai warga negara 

yang berkehormatan di luar negeri, Sebagai akibat dari hal ini, maka hubungan 

bilateral antara dua negara itu makin harmonis dan jauh dari sumber-sumber konflik 

yang ada.   

Berdasarkan aspek-aspek inilah yang dijadikan tolok ukur dan fokus penelitian 

guna melihat benarkah permasalahan pekerja migran Indonesia dalam kasus dengan 

Malaysia akan secara optimal teratasi apabila adanya koordinasi dari unsur-unsur 

Intermestik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk penelitian kualitatif dengan studi literatur atau pustaka, jurnal ilmiah, buku, 

dokumen resmi, makalah hingga wawancara “in depth”. 

 

Kata Kunci; PMI, Koordinasi K/L, Kebijakan Luar Negeri, Intermestik, Diplomasi 
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THE PROBLEM OF NATIONAL POLICY IN DELIVERING OF 

INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN RELATIONSHIPS BETWEEN 

STATES: MALAYSIAN CASE 

 

Bunga Aulia Nurhikmah  

ABSTRACT 
 

The low level of employment in Indonesia has made Indonesian people have to 

compete with working abroad to get jobs with the expectation of higher wages. 

However, the large number of migrant workers will increase the probability of mis-

manner in their working place in Malaysia. Malaysia has a cultural-, social-, and 

political systems; especially in its legal system. The problem began and occurred, 

since their domestic country. Starting in Indonesia, it has been seen that 

preparations is likely unsufficient, began since preparations, selection, recruitment, 

training, documenting, and sending them to the host country is not in accordance 

to the optimum agreement between both countries. In this case Indonesian 

bureaucracy is involved with the problem of the so-called "sectoral ego" of the 

concerned K/L. 

"Softpower" and “public diplomacy” between the two countries supposedly could 

be able to solve the blazing cases. Based on the common adagium that “foreign 

policy begins at home” (in this case: the PMI), the core problem is laid on the 

Indonesian side. In other words it starts from domestic side in preparing and 

making competent workers. Thus the task of the "front liners" abroad which is in 

command of the Ministry of Foreign Affairs will be relatively easier in optimizing 

and protecting the PMI as honour citizens abroad. As the result of this condition 

will make the relations between both countries more harmonious. 

Based on those aspects as shown above there are some benchmarks in analyzing 

the problem of the PMI should be optimized if there is coordination between the 

intermestic elements. The research methodology used in this research is qualitative 

which completed by literature, scientific journals, books, official documents, papers 

and in depth interview of the respected informants.  

 

Keywords; PMI, K/L coordination, foreign policy, intermestic, diplomacy. 
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